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BT'PATI KOTAVARIIIGIN BARAT
PROV'IilSI IiALitrAIrTAii TETGAH

NOMOR TAHUN 2O2T

TEIYTANG

TUGAS DAIT FUITGSI IITLOMPOK SI'B ST'BSTAITSI DAIT TUGAS
SUB KOORDIIYATOR PADA BADAIT KESATUAIT BAITGSA DAIT POLITIK

IGBT'PATEN KOTAWARINGIN BARAT

DEITGAN RATIIIAT TUTIAIY YAUG UATIA E.SA

BUPATI KOTAWARIITGIN BARAT,

Menimbang a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal
25 ayat (5) Peraturan Bupati Kotawaringln Barat
Nomor.......tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
T\rgas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa
dan Politjk Kabupaten Kotar.,,ari:egi:e Barat perlu
dilakukan penjabaran tugas dan fungsi kelompok Sub
Substansi dalam pelaksanaan fungsi jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama dan tugas Sub Koordinator pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin
Barat;

b. bahwa pelaksanaan tugas Sub Koordinator sebagai
pelaksana fungsi pelayanan teknis fungsional sesuai
dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi
Jabatan Pirnpinan Tinggr Pratama dalam mencapai
target kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang

ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud daiam hurui a cian hurui b, periu meneta-pkan

Keputusan Bupati Kotawaringln Barat tentang Tugas

danFungsiKelompokSubSubstansidanT\rgasSub
Koordinator pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KabuPaten Kotawaringin Barat ;
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lVlcnoinsaf '! I Indanq-I Indang Nomor 2! Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun
1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I
Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1C9,41 Sphacrqi ITnrlancr-ITndancr fl .crnharan Necrarq. -" ,,

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622l.;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 6, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a9al;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tarrbahan [,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Und.ang-Undang Nonaor 23 Tahun 20L4 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

4. Undang-Undang Nomor 1 1 tahun 2O2O tentang Cipta
Keda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 245, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL6 Nomor ll4, Tambahan l.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
?nl q tentancr Fanrhahan Afaq Perafrrran Farnerinfah

Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot9 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6aO\;
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6' Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2077 tentangManajemen pegawai Negeri Sipil g.*U"r.r, NegaraRepubrik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)sebagaimana telah diubah c.engan pereturan pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri sipil (Lembaran - 3 - Negara RepublikIndonesia Tahun 2o2o Nomor 6g, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6aZ\;

Menetapkan

7 ' Peraturan tr{9nt9ri pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 13 Tairun 2org t.rrt"rrtPengusulan, penetapan dan pembinaan JabatanFungsional 
fegav,lai Negen Sipil {Benta }Iegara Republik

Indonesia Tahun 2}lg Nomor 
-gS+);

8. Peraturan tt!9nt9ri pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor lr Tahun 2o2l tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatai
Fungsional (Beriia iriegara Repubiik indonesia Tahun 2o2i
Nomor 525);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 2s rahun 2o2l tentang
Penyederhanaan struktur organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2L Nomor 5a6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringrn Barat Nomor 6
Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Urusan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringln Barat Nomor 66);

11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor....... Tahun
2O2L tentang Kedudukan, Susunan Organie,si, T\.rgas,
Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun. . .. . . Nomor . . . . . . . . . .)

tAlt a -t.ftl.CrrVlu r UDTaII'N

KIPUTUSAIS BUPATI TENTANG TUGAS DAN r.UNGSI

KELOMPOK SIIB ST'BSTANSI DAN TUGAS

SI'B KOORI}INATOR PADA BADAS KESATU.qIT BAITGSA

DAN POLITIK KABI'PATEIT KOTAWARINGIN BARAT.

Menetapkan tugas dan fungsi kelompok sub substansi

sebagai pedoman bagr unit kerja pada Badan Kesatuan

Bangsa dan Folitik K-abupaten Kota"+'aring!:e Barat;

KESATU
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Untuk menjalankan tugas dan fungsi kelompok Sub
Substansi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU ditunjuk dan untuk menjalankan
frrryas rlan frrnrvci lzalnrnnnlz Srrh Qrrhafanci narla Rorlonv*vul*^vr l/uuB vquqr

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin
Barat dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk Sub
Koordinator;

Suh Koordinator pada Radan Kesa-tua-n Bangsa da-n Politik

Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh kelompok jabatan

fungsional dalam rangka memberikan pelayanan teknis

fungsional sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan

Pimpinan Tinggr Pratama sesuai dengan bidang keahlian

dan ketrampilan;

Uraian tugas dan fungsi kelompok Sub Substansi pada

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Kotawaringln Barat sebagaimana dimaksud dalam
DiLfrrrn KE'SATI T trroea Srrh tr(nnrrlinatnr catracrairnonarrv. r. v ,

dimaksud dalam Diktum KETIGA, dan ketentuan

penetapan Sub Koordinator pada Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Kotawaringrn Barat tercantum

dalam L^ampiran yang merupakan bagran tidak

terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

Jabatan fungsional yang menjadi Sub Koordinator

merupakan jabatan fungsional dari hasil penyetaraan dari

jabatan administrasi;

a. Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KETIGA, diangkat dari Jabatan

Fungsional Ahli Muda;

b. Dalam keadaan tertentu Sub Koordinator dapat

-o-^-^ltan 
frtaac .l^- frt--^i ooo.r^i to-rr-^o^-rl\,rq,rr6MtP LuSao uar rurrSor wirrl(1r Pr-rrra6raaur.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEEMPAT, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai

dengan target untuk masing-masing indikator kinerja

yang harus dicapai dengan didasarkan dokumen

penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing;

KETUJUH
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KEDELAPAN Kenrrtrrsan ini mulai berlaku nar-la tang-sal riitetanken^^"r-
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun

pada tanggal

BUPATI KOTAHARIISGEH BARAT,
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L,AMPIRN

KEPUTUSAIY BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR
TAHUN 2O2T

TENTANG TUGAS DAIT FUNGSI KTLOMPOX SUB
SUBSTATSI DAtr TUGAS SU-B K@RDIfiA.TOR PADA
BADAN KESATUAIT BAITGSA DAN POLITIK KABI'PATEN
KOTAWARIITGIIT BARAT.

BAB I

TUGAS DAI{ FUIYGSI KELOMPOK SUB SUBSTANSI PAI)A BN)AN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

I. SEKRETARIAT.

A. Kelompok Sub Substansi Program dan Anggaran.

(1) Kelompok Sub Substansi Program dan Anggaran mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program
dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan
monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Kelompok Sub Substansi Program dan Anggaran
rnen*-,elen sge reken fi r n gsi:

a. Menyiapkan bahan dan data penyusunan prograrn dan
anggaran;

b. Menghimpun data dan informasi dari semua bidang sebagai
bahan dalam penyusunan program dan anggaran;

c. Melaksanakan pen5rusunan program dan anggaran;
d. Melaksanakan evaluasi dan membantu menyusun laporan

kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara

trarlzo I o r{ qI a rn rn n orlza lrcl a nr-arn n nal alzsan n a n tr r cra q

B. Kelompok Sub Substansi Keuangan.

(U Kelompok Sub Substansi Keuangan mempunyai tugas
pengeioiaan keuangan, penatausahaan, ai<untansi, veriiikasi cian
pembukuan.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Kelompok Sub Substansi Keuangan menyelenggarakan
fungsi:
a. Menyusun rencana kegiatan urusan anggaran keuangan;
b. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian keuangan;
c. Melaksanakan verifikasi, menghimpun, mengklarifikasi,

mengolah data dan bahan analisa pelaksanaan anggaran,
pembukuan, perbendaharaan keuangan;

d. Melaksanakan urusan ganti rugi dan tindak lanjut LHP;
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e. Melaksanakan akuntansi dan penlrusunan laporan
keuangan; dan

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara
berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

U. BIDAITG IDEOLOGI, WAWASAIT KEBANGSAAN DAN KARATTER
BAITGSA.

A. Kelompok Sub Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

(1) Kelompok Sub Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunErn program
kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang
ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring,
evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan
kebangsaan;

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Kelompok Sub Substansi Ideologi dan Wawasan
Kebangsaan menyelenggarakan fungsi:
a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang

ideologi dan wawasan kebangsaan;
b. Pemetaan kondisi ideologi dan wawasan kebangsaan;
c. Pelaksanaan dan pengokordinasian pemantapan dan

penguatan ketahanan ideologi negara dan wawasan
kebangsaan;

d. Pendidikan kewarganegaran berdasarkan Pancasila dan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

F Panrlidilzon idpalncri rlan rrrclrrrese?1 lrahancrcaarr'

f. Pelestarian Bhinneka Tunggal lka;
g. Pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan;
h. Pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa

nasionalisme;
i. Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa;
j. Peningkatan ketahana.n dan pemeliharaan keutuhan negara

kesatuan; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara

berkala d.aLam rangk'a k-elancaran pe!.ak-sanaan tugas-

B. Kelompok Sub Substansi Bela Negara dan Karakter Bangsa.

(1) Kelompok Sub Substansi BeIa Negara dan Karakter Bangsa

bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program

kerja, perumusan kebijakan, pelaksallaan kebijakan, koordinasi,

serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara,

pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan

karakter bangsa;
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(21 Llntuk melak-sanakan tugas sebagaimana drmak_sud dalam
ayat (1), Kelompok sub substansi Bela Negara dan Karakter
Bangsa menyelenggarakan fungsi:
a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang

bela negara dan karakter bangsa;
b. Pemetaan kondisi di bidang bela neg€rra dan karakter

bangsa;
c. Pelaksanaan dan pengkordinasian pemantapan dan

penguatan di bidang bela negara dan karakter bangsa;
d. Pelak-sanaan pernantapan dan penhgkatan k-esadaran be!.a

negara dan cinta tanah air;
e. Pembentukan dan pengembangan karakter bangsa;
f. Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan di bidang

bela negara dan karakter bangsa pada perubahan
lingkungan global dan regional terhadap kehidupan
nasional;

g. Penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila;
h. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
i Panarraayr.rr lzeninfnan farhqrlnn hanrlera hahacq dana:l.g*lr'vvI:gvrB,v4^*\,g,

lambang r:egara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai
sararla pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa
yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara;

j. Pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan
kebangsaan; dan

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara
berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

III. BIDANG POLITIK DAL/TM NEGERI.

A. Kelompok Sub Substansi Pendtdikan Politik dan Peningkatan
Demokrasl.

(1) Kelompok Sub Substansi Pendidikan Politik dan Peningkatan
Demokrasi bertugas melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan
umum/ pemiiihan umum kepaia daerah, pemania.uan situasi
politik dan peningkatan demokrasi.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Kelompok Sub Substansi Pendidikan Politik dan
Peningkatan Demokrasi menyelen gga rakan fu n gsi :

a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang
pendidikan politik dan peningkatan demokrasi;

b. Pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang
mempengaruhi di bidang pendidikan politik dan
peningkatan demokrasi;
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,- Pcninskatan nernaharnan rrrFrlrrcnai rlernnlrrasi r/at1o

berdasarkan Pancasila;
d. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik;
e. Peningkatan pemahaman mengenai pendidikan politik dan

peningkatan demokrasi;
f. Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra

struktur politik dalam negeri;
g. Fasilitasi penanganan masalah dinamika politik;
h. Pemantauan perkembangan politik; dan
i Melaksanakan trrses. lain tans rtiherikan nleh atas-an ser:ara

berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

B. Kelompok Sub Substansi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Peryakilan dan Pattai Politik.

(1) Kelompok Sub Substansi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik bertugas melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan,
pelaksanaan kehijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, clan
pelaporan di bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Kelompok Sub Substansi Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik menyelenggarakan
fungsi:
a. Fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang

politik;
h Palolzcanoqn Aan facilifaci ncndirlilran nnlifilz'

c. Penyusunan data dan informasi partai politik;
d. Fasilitasi peningkatan kapasitas Kelembagaan

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
e. Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik;
f. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik

sebagai badan hukum;
g. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan

Wakil Presiden;
h. Pennantauan, pelaksanaan penoil.ihan umum De.san

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pemantauan pelaksanaan
pemilihan Kepala Daerah; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara
berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
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rv. BrDAltG Ketahatralr Ekonomi, sosial, Bud.aya, Agama d*n Qrganlsasi
Ilemasyarakatan.

A. Kelompok sub substansl Ketahanan Ekonoml, soelal, Budaya
dan Agama.

(i) Keiompok sub subsiansi Keiahanan Ekonomi, sosiai, Budaya
dan Agama bertugas melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang ketahanan ekonomi, sosial, dal budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Kelompok Sub Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Agama menyelenggarakan fungsi:
a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang

ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika serta f,asilitasi
kerukunan um,at beragama dan penghayat keperca)raan;

b. Pemetaan ketahanan lingfuungan hidup dan sumber daya
alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan
seni, budaya, dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan;

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan
hidup dan sumber daya alam;

d. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan
hidup dan sumber daya alam;

a Palalzsanaqn rnnnitnrino rlan arrqlrraci lzafalranan plznnnrni

makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam
negeri;

f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketaha:ran ekonomi
mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam
negeri;

g. Pelaksanaan koordinasi penangzrnan penyakit masyarakat
yang berdampak pada ketahanan nasional;

h. Pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial
lzetn a qrra rql,rqten'u E}9t4^,

i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang
berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;

j. Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial;
k. Pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang

memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
1. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai

bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman
budaya bangsa;
E'acilitaci rlan lznnrdinaai nalasfarian rlan nensernhnncret,riii. i EgiJ*gi uBi iav-viuur*s^ lrLivsr:*:

lagu bertema kebangsaan, cinta. tanah air dan nasionalisme;
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n. Fasilitasi dan koordi:rasi penangallan masalah
pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan
budaya;

o. Fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat umat
beragama dan penghayat kepercayaan; dan

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara
berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

B. Kelompok Sub Substansi Organisasi Kemasyarakatan.

(1) Kelompok Sub Substansi Organisasi Kemasyarakatan bertugas
melaksanakan penyiapan bahan penyusuna.n program ke4'a,
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi,
monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran

^rrnqs nprnherrla\rear.r .rrrnns erralrraci rlan rnpr{iasi cpnolzatavr 
^^r89,

onnas, pengawasan orrnas dan orrnas asing;
(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), Kelompok Sub Substansi Organisasi Kemasyarakatan
menyelenggarakan fungsi:
a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang

organisasi kemasyarakatan ;

b. Melakukan pemetaan organisasi sosial kemasyarakatan;
c. Melaksanakan sosialisasi dan dialog organisasi

lzanrn a crro r alz a t q tt'

d. Pelaksanaan pelayantln pendaftaran, pemeta"an, pembinaan,
dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi
kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta
pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan;
dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara
berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

V. BIDANG KEWASPADAAIT ITASIOIIAL DA.r PEITAITGAI{AT KONI.LIK.

A. Kelompok Sub Substansl Kewaspadaan Dini dan Kerjasama
InteliJen.

(1) Kelompok Sub Substansi Kewaspadaan Dini dan Keq'asama
Intelijen bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,
tenasa keria asing r!an lemhaga nsing. kettasnarlaen nerbatasan
antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Kelompok Sub Substansi Kewaspadaan Dini dan
Kerj asama Intelij en menyelenggarakan fungsi :
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a. peLaksanaan deteksi dirai F.rencrcrrei lrerwas.pad.aan dini dan
kerjasama intelijen;

b. Pengolahan data dan informasi mengenai kewaspadaan dini
dan kedasarna intelijen;

c. Penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi
mengenai kewaspadaan dini dan keq'asarna intelijen;

d. Pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi
mengenai kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;

e. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi mengenai
ke:r-r-rasnadaan dini r{an keries-amR inteliien serta nerkiraan
keadaan;

f. Pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan
penelitian asing;

g. pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan
orang asing dan tenaga keq'a asing;

h. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi
pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan
pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan; dan

i lV[elaksenak-an trrgas !-ain .rang rliherrk-an oleh atasan Secara

berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

B. Kelompok Sub Substansl Penanganan Konflik.

(1) Kelompok Sub Substansi Penanganan Konflik bertugas
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja,
perumusan kebdakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi,
monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan
konflik;

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Kelompok Sub Substansi Penangan€rn Konflik
menyelen ggarakan fu n gsi :

a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang
penanganan konflik;

b. Pemetaan kondisi stabilita.s keamanan dalam negeri,
dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar
negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta
nprnatqqra lennflilz':.lv::^u.\,

c. Pelaksanaan kerja sarna dalam meningkatkan stabilitas
keamanan dalam negeri;

d. Pelaksanaan keda sama dalam pengembangan sumber daya
manusia bidang intelijen;

e. Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan
teknologi dan informasi;

f. Pelaksanaan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat;

g. Pelaksanaan koordinasi ke'naspad.aan perbat-asan antar
Negara; dan
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h. Me!.ak-sanak-an tugas !.arn yang diberikan oleh atasan secara
berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB iI
PEITUGASAN DAil KEIENTUAIT PENEIAPAIT St'B KOORDIITATOR PADA

BADAN KESATUAN BAITGSA DAIY POLITIK

1. jangka waktu penugasan sebagai Sub Koordinator ditetapkan sesuai
dengan kebutuhan organisasi.

2. Kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain
sebagai Sub Koordinator ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama
Peiahat Pernhina Kenegawaian ata.s rrsrrlan neiahat vens herwenans-o'-" --*-- J ---o

3. Sub Koordinator merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan
jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas
utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub
koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan
fungsional ahli muda.

5. Dalam hal -Jdak terdapat kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan
menjadi Sub Koordinator dapat ditunjuk pejabat pelaksana senior untuk
membantu sebagian tugas Pejabat Administrator pada Badan sesuai
dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Badan pada satu
kelompok sub substansi.

6. Pelaksanaan tugas sebagai Sub Koordinator minimal dalam kurun waktu
1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/
atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dxr/ atau berat.

7. Perl'abat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan
fungsiona.t yang dibenkan tugas tambahan sebagar sub koorciinator akan
naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25o/o (dua puluh lima
persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggl dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka
Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai suh, koordinator
paling kurang 1 {satu) tahun penilaian jabatan fungsional.
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FOR]UAT ST'RAT TUGAS SUB KOORDIIYATOR

KOP SURAT

Dasar

KEPADA

Untuk

SURAT TUGAS
NOMOR

a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan posisi labatan Fungsional
rlal:m mpmhorikan rpknmanrlaei cr rhsfentif rlan nplakqanaan fr rnnci

koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi
maka kepada para Pejabat Fungsional diberikan tugas tambahan
sebagai Sub Koordinator.

b. Bahwa berdasarkan angka 2 (dua) Bab II Lampiran Keputusan
Elr rnrli Vn|=rerr:inaia Elar:l ilamn: T=hr rn ?n?{ }anhnnlJUPltLl r\vLOYYUrrrlyrrr wrsL rrurlru. .u.au.r LVLL LErrlurrY

Tugas dan Fungsi Kelompok Sub Substansi dan Tugas Sub

Koordinator pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Kotawaringin Barat.

MElt!ERIiITAHK-AN

Nama

NIP

Pangkat/Golongan

labatan

Unit Kerja

...(diisi nama ybs)

...(diisi NIP ybs)

.,. (diisi Pangkat/Gol ybs)

...(diisi lababn Fungsionai ybs)

Sekretariat /Bidang.....
pada............,,, (diisi nama Perangkat Daerah)

'!. Diherikan tuoas tambahan sebaaai. ( rtiici qrh Knnrutinafnr

pada Kelompok Sub Substansi...,...,.,...) Terhitung mulai
tanggal..... t

2. Kepada yang bersangkutan diberikan tambahan angka kredit sebesar
25o/o (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Akumulatif untuk
lzanailzan nannlzrt catinalzat lahih tinnai rl:n r{ialzr ri cahan=i }r rnac nnlznlzl\vrrurr\uar Puarl,.wl .&u,ryAUL rvvrra LaarYy. vuar vrung. *vul,ua LuyuJ Pvl\vr\

dalam penetapan angka kredifi
3. Melaksanakan Surat Tugas ini dengan seksama dan penuh tanggung

jawab;

Pangkalan Bun, Desember 2021

a.n. Bupati Kotawaringin Barat

Sekretaris Daerah

Tembusan:
1.
2.

NIP


